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BANTUAIT II\ITGSUNO AT'NAI DESA IBLT DISAI

KEPAiA DESA PT'RWOSARI,
a. bahwa b€rdasarkan mdat dari insbuksi presiden

Nomor 4 Tahun 2022 tenteg Perceparan Penghapusan
Kemiskin@ Ekstrem, menetapk r priontas
p€ngEunm dana de* untuk Bantud LangsunS
Tunal Desa bagi keludga miskin ekstrem.

b. bahwa berdasarkan Peraturd Menteri keuangd
Nanar 201/ PMK.O1 /2022 rentdg Pengelolaan Dana
Desa, Pcmenntah Des rvajib mengdggarkd dan
melalsanad Batuan Legsung Tunai Desa (BLT

(. bah\. hFrdEsarkal perimbdgcn sbdB,:man"
dituksud dalam buruf a, dan huruf b, perlu
menetapkd Peratura (epala Desa tenrmg Penetapa!
DaJtar Penerima M@faat Bdtuan Langsung Tunai
Desa (BLT Deq).

1. Undang Undag Nomor 6 Tahu11 2014 tentang De6a
(Lrmbaran Negda Republlk Indonesia Tahu! 2014
Nomo. 7, T@bahe Lembaran Negara Republik
hdon€sia Nomoi 5495) ebagaimana telah .tiubah
beberapa kali rerakhir dengan peraturan peme.intah
Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenrang Cipta
Kela (Lf,mbtre Negara Repubtik lndonesra Tahun
2022 Nomor 238, Tambahd Lembard Negara RepubLik
indonesia Nomor 6a41)i

2. PeEturm Pemedntab Nomor 43 ?anun 2Ot4 t.ntang
Peratlrran Pelal{sanaar Undang Undang Nomor 6 tdnun
2014 tentang Dee (L€mbdd Negara R€publik
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lndooesia Tahun 2014 No,hor 213, Tahbaha.
Lembare Negara RepubLik Indonesia Nomor 5539)
sebaeaimana telah diubah beberapa kali teral{hi.
dengan Pemturan Pemenhtan Nomor 11 Tahun 2019
tentdg Perubahan Kedua Peraturan PeDerintah Nomor
,13 Tahun 2014 tmtang Peraturan Pehnsbaan Undda
Unddg Nohor 6 tahun 2014 tentang Desa lL€rbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tamballm Lembaran Nega.a Republik hldonesia Nooor
6321)i

3. PeratuEn Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tenlang
Dana Desa Yang Bersumber Da.i Anggaran Pendapatan
dan B€lanja Nesa.a (Lembaran Negara Republik
lndolesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahm
Lembaran Negara R€publik l.doresia Nomor 5558)
*bagaimana Lelah diubah dengm Peraturan
Pemenntan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturd Pemerintah Nomor 60 Tanun 2014
t ntar4 Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaEn
Pendapatan dan Belanja Negdd (Lembdd N€gara
Republik lndonesia tahun 2015 Nomor 8a, Taftbahan
L€dbarm N€gara Republik Indonesia Nonor 5694)i

4. Peratura! Presiden Nomor 104 T.Iun 2021 tenlang
Rin.jan Anggsan Pendapatan dan Belanja Needa
'rahun Angsaraa 2022 llrnbat^n Nesaa Republik
Ihdonesia Tahlrn 2021 Nomor 2601;

5. Peraturm Menteri Dalam Negeri Nomor 20lahu.20la
teDtang Pengelolaan [euansan Dee (Berita N.saE
ReDublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6l l)i

6. PeratuEn Mented Desa, Pembaneunan Dae.ah
Teitingsal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tenta.g Pioritas PergAunan Dana Desa Tahur 2023
(Berita Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2022 Nomor
960)i

7. Peraturan Mente.i (euangan Nomor 201/PMK.7012022
tentdg te.ta.g Peneelolaan Dana Desa (Berita Negara
Fep-L.rk lr.on.\'- Tdh r' ,02r Nomor 'zai,

a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1a
Tahun 2022 tentang Aiggaran Pendapatan Dan Bela.ja
Daetah Tanun Anggaran 2023 (lf,mbaran DaeEn
Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18)i

9. Petaturb Bupati Wono&bo Nonor 48 Tahun 20rE
tentang Pedoftan Pengeloldl (€umgd Dee (Berita
Daeran Kabupate, Wonosobo Tahun 2018 Nomo.4a)i

lO. Peraturan Bupati Wono$bo Nomor 96 Tahun 2022
tertang tentang Penjabdel AnggdaD Pendapatan Dd
Belmja DaeEh Tahun Angg€fu 2023 Benta Dae.ah



Berira Acan Musyawarah Desa lGusus tentdg Penetapan
Peredma Manlaat BLT Dara Desa Nohor Ot tanggat 2

BANTUAN LANCSUNO TUNAI DESA (BLT DDSA)

KEPALA DESA PURTVOSARI
DAFTAR I(ELIJARGA PENER] JVA

TENTANC

Babupate! Wonosobo Tahun 2022 Nohor96),
11, Peraturd Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023

tentang Pedomm Pelaksanaan Dana Transter ke Desa
'fatlun 2021 (Berita Daerah KabuDaten Wonosobo
Tanun 2023 Nomor 68)i

12. Peratu'?n Desa PuNoqri Nomo. 05 Tahun 202.r
tentog Angearm Pendapatd dd BetaDja Desa
PuNosad Tahun Anggaran 2025;

13. Peraturan Kepala Desa Punvosari Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Penjebard AnBCa.h Pendapatan ds Betanja
Des Punvosri Tanun An8garan 2025;

Prsl l
Dalam PeiatuEn Kepala Dee ini lang diftaksud denea.:
L Daerah adalah (abupaten Wonosbo.
2. Desa adalah Desa Pusosdi
3. Dee adalah kesarua! mast,aEkat hdkum tds memitiki batas-batas

wilayah tang bef,venanS unruk mengarur dan hen8urus uNsan
pemerintahanj kepentjnge maslaratar setempat berdasa.l€n Drakarsa

dihotuati dalatu Sistem Peme ntahah NegaE Keetuan Republik hdonesia
ydg be.ada di DaeraL.

4. Penerjntahan Dee adaiah peDyelengAaraan urusn pemenntahan dan
kepenringan masydakat setehpar datam sisrem pererintahm Negara
Xestud Republik Indonesia yang berada d j Dae.ah.

5. Petuennuh Deq adatai kepata dssa dibdru peranekat desa sebaAai unsur
Penyel€nggsa pemerintahan desa.

6. Badan Pemusyawdatan Desa ,qng selaDjutnj,a disingkar BpD adalah
leDbaga yog melatenakan fungsi pemennhhan vang eggora.ta
merupakan {,akil da.i penduduk Desa be.dawkan ketetuakilan wilavah
rar' retP-wd]iild PFfmp-2r . r )g diterdphd, s..c14 Jemokjrrjs

7. Anggatu Pendapatan dan Betanja Des, slanjutnla djsebut ApBDesa
adalah ren.ana keuanga tahund peoerintahan Des.

a. Muslawarah D.s atau yahg diebut dengan nda lain adahn musyaw ah
antara Badan Pemusya$data. Desa, pemertntan Des. rlan unsur



fiasyafakar varu diselengcaEkal oleh BadaD Peftusyawrattul Desa ultuk
menyepakati hal yang bersifat srraregis.

9. Rencana Pedbangunan Jangka Menengal Desa, elanjutnya dislnskat RPJN4
Des, adalah Rencda (egiatan Peobangunan Desa untuk jangka waktu 6

10. Rencana Keta Penerintah Des, *ldjutnya disingkat R(P Desa, adatalr
penjabaran dari RPJM Desa untukjanska waktu I letu) rallun.

11. Keudgan Desa adalah *mua hak dtu kervajiban Desa yang dalat dinilai
dengo uang sra segala sesuatu berupa udg dd bdang yane
berhubungar d.igd pelaksanaan hak datr k.wajiban Desa.

12. Pnoritas Penggunen Dana Desa adala! pilihan keglatd yang didahulukan
dan diutamakd danpada piUhan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan

13. Dana Desa adabn dana yang bersumber da.i angearm pendapatan dan
helanja negara yanS diperuntuklan bagr Des tang ditransier melalui
anggaran pehdapata, dan beldja DaeEh Kabupaten da digunakal untuk
m.mbiayai penyelenggdaa Pemerintahan Desa. petak6anaan pembanguna.
De6a. pembinaan kema6Idakaran Desa, dan pembe.daraan ftasrdakar

14. Bdtuan L.ngsung tunai Desa yang selanjutnya disingkar BLT Desa adalan
pemberian uang tunai kepada keludga penerima mefaat di Desa ,ang
bersumber dei Dan" DesB

pasat 2
Pergunad Dana Des diprioriraskan untuk membiavai pembdguDan dan
pemberdayaan masyaEkat ditujukan untuk menisgkarkan keeja]1te.mn
hasJdal€t dee, peningkaran kualitas hidup mdusia se.ta lenanegulangan
kemiski.an dan dituangkd dalaD rencana kerja pemerintah Deq.

pa5aLJ
(1) Penggunm Dana Desa unruk melalsanakan proe.am prioritas nasional

sesuai kewendrgd Des selragaimana yaDg dihaksud .lalah pasal 2 \,aDg
bersumber da'i Dea Desa melirJuti:
a. perbaikan dan konsolidasi dara SDOS Desa dan pendataa.

perkombanga. desa melalui lndeks desa ft embangun;
b. pencegahe dm penurunan stunting;
c. peningkatan kualitas sumbe. daya manusia warga desai
d. peningkatkan kererlibatan masyarakat secra menyeluruh da-tam

pembangunan dan perb€ldayen ua6]'d.}at Desa;
e. perluas al{ses layea. keehatdl sesuai kewen@gan Desa;
I penanggulaBan kemiskirar rerulma krmiskinan ekstfthr .lar
g. pioerah pemulihm ekonomi, berupa perlindung& $siat dd

penangdd keriskind ek6kem datu bentuk BLT Desa paline banvak
25% (dua puluh lima persen) ddi anggdd Dda Deel

h dana opeEsional pemerintah Des palirg bany.k 3% (tisa ,ersenl dari
dagaran Dana Deej



i. prbg'ah l<etahdlarr paratu1 dan hewani pahlg sedikit 20ol" (d!a pullh
persen) dari angeara. Da.a Desa temasuk pembdgune lumbung
Pangan Desai

j. Program sektor prioritas lainnya sesuai dengm potensi dd ka.akteristik
dee, elta prcgram alau kegiatd lain.

(2) Program pemulihan ekonomi lErupa perlindungan ssi.l sebagaihala
dih.l{sud pada ayat (a) hurulg adalab BLT Dee.

(3) Peneri.tah Dee wajib tuen8dggarkan dan melakwakan BLT Desa
sebagaihana dimaksud pada ayat (2) yang dipnoritaskan diberikan kepada
keluarga hiskin Jdg berdohisili di Dee Pu,'woeri Kecadatdr lGhviro dan
terdaJttr dalam keluarga desil 1 data pensawd percepatan penghapusan
kPmiskin.n ckstr.fr

(41 DdM hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaJtar d.lam
keludga desil I *bagaimma dimaksud pada alaL (3), Desa dapat
menetapkd calon keluarga penenma manlaat BLT Desa dsi keluarga Iang
ierdaltar dalam keluarga desil 2 sampai densan desit 4 data pensasa-an
percepatan penghapuan temiskinan eksnrm.

(5) Dalam hal Desa tidarr terdapar data penduduk miskin yang terdaftar dalam
keluarga desil I sampal dengan desil 4 data Den$saran percepatal
penghapusan kehiskinan ekstrem, D€sa dapat menerapkan caloD keluarga
penerima manlet BLT Desa berdaskd kntena sdbagai berikut:
a. keiilangan matapencahandi
b. mempunvai ane€ota keluarga yang.entan skit menahun/k.onis

dan/atau difarrl;
c. tidak menerima bantuan sosial prcgram keluarga hdapani alau
d. ruman tmgBa denean anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(6) PenyalLrd BLT Dana Deq dilal{sanakan oleh Peterintah Dee dengan
metode nontunai [melalu] rrdlslsr etarrekening bank)stiap bulan;

(71 Besa.a! BlT De6a ditelalkan sebesa Rp.300.000, (tiea ratus ribu rupiah)
untuk buld pcrtama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga
penerima ma,faatl

(8) Daltar keluarga penenma BLT Desa sebagaimana tercairlum dalm lampiran
lang derupakan bagia. tidak terpisahkaD daltun pe.aturaD Kcpala Desa hi;

{9) Ddm terjadi pe.uband keluarga penenma manlaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada arat (5) akd dllakukan pe.ubahan Peratu.an Kepala Desa
tettang penetapm daJtd keluarga penenma manfaat BLT Desa melalui
musra{iarah desa knxsus



Peraturan li€pala Dee injmulai berlaku pada tanggal diundanskan

Agd s€tiap orang meruetanui, memerintahkan penaundangan perarurd l<epala
Desaini dengd pcremrratarnva dalam Berita Dee PuNosari.

Dltelalkan di Desa Pu^vosa.i
sgal,2Janua.i2025

OSr\RI

Diundangkan dl Desa punvosa.i
pada tanssal, 2 Janua 2025

S DDSA PURWOSARI,

PURWOSARITAIIUN 2025 NOMOR OI

I
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